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ABSTRAK 

Terorisme merupakan suatu kejahatan yang terorganisir dilakukan oleh 

sekelompok orang yang mempunyai kepentingan politik tertentu yang 

mengakibatkan banyak korban dan berdampak baik pada keadaan stabilitas 

perekonomian, sosial, politik dan budaya suatu negara. Tanpa kita sadari, sebagai 

salah satu kejahatan transnasional terorganisir bantuan atau penyediaan dana dalam 

jumlah yang banyak sangat diperlukan agar hasil yang akan dicapai terlaksana 

dengan baik. Tanpa adanya dukungan atau penyediaan dana dalam jumlah besar, 

akan menjadi sulit teroris dalam mewujudkan aksinya. Oleh karena itu, patut 

diketahui kualifikasi delik dan pertanggungjawaban bagi seseorang yang patut 

diduga  melakukan suatu perbuatan pendanaan terorisme (financing of terrorism). 

Jenis penelitian ini adalah penulisan hukum normatif, dengan menggunakan 

metode pendekatan perundang-undangan (conceptual approach). Selanjutnya, 

analisa secara logika deduktif sehingga mendapat hasil analisis yang mendalam. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa tindak pidana pendanaan 

terorisme diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 Tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang mana substansi 

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 

yang dapat dikatakan melakukan pendanaan terorisme yaitu suatu perbuatan yang 

dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan 

Dana, baik langsung maupun tidak langsung,permufakatan jahat, percobaan, atau 

pembantuan, merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain 

untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme. Sedangkan dalam hal 

pertanggungjawaban pidana pendanaan terorisme yang secara sifat melawan 

hukum yang memenuhi unsur-unsur kesalahan (dolus) menggunakan 

pertanggungjawaban pidana perorangan (natuurlijk persoon) dan badan 

hukum/korporasi (rechtpersoon) yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 

9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan 

Terorisme.   
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